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ABSTRAK

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Brebebes menyebabkan bertambahnya
timbulan sampah yang perlu dikelola. Wilayah pelayanan pengelolaan sampah di
Kabupaten Brebes meliputi 17 Kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun
2024 sebesar 2.065.501 jiwa. Kondisi eksisting menunjukan bahwa tingkat
pelayanan pengelolaan sampah baru mencapai 26,44%. Selain itu, pengelolaan
sampah masih bersifat konvensional dan menghadapi berbagai permasalahan,
seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia ,
keterbatasan pembiayaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam
pembayaran retribusi dan kegiatan pengelolaan sampah. Sistem pemrosesan akhir
juga masih menggunakan metode open dumping baik pada TPA Kalijurang maupun
TPA Kaliwlingi yang akan mengalami kelebihan kapasitas. Perencanaan sistem
pengelolaan sampah dilakukan dengan mempertimbangkan lima aspek utama yaitu
aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, peraturan, dan peran serta
masyarakat. Analisis timbulan sampah dilakukan menggunakan metode sampling
berdasarkan SNI 3964-2025 dengan hasil timbulan rata-rata sebesar 0,57
kg/orang/hari atau setara dengan 2,93 liter/orang/hari. Perencanaan dilakukan untuk
periode 20 tahun (2025-2044) dengan target pelayanan pengelolaan sampah pada
tahun akhir perencanaan sebesar 30% pengurangan dan 70% penanganan sampabh.
Pada aspek teknis operasional direncanakan penerapan pemilahan sampah dari
sumber menggunakan wadah berkapasitas 40 liter yang dipisahkan menjadi tiga
jenis. Selain itu, direncanakan kebutuhan sarana berupa 271 unit motor roda tiga,
117 unit arm roll truck, 234 unit kontainer, serta pembangunan 101 unit TPS 3R
untuk mendukung sistem pengelolaan sampah. Pada aspek kelembagaan,
pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Brebes sebagai regulator dan UPTD Pengelolaan Sampah sebagai operator dengan
dukungan Kelompok Swadaya Masyarakat pada operasional TPS 3R. Aspek
peraturan diarahkan pada penguatan kebijakan daerah yang mendukung
pelaksanaan pengelolaan sampah secara terpadu. Aspek peran serta masyarakat
dilakukan melalui kegiatan pemilahan sampah dari sumber, pengembangan bank
sampah, serta pemanfaatan hasil pengolahan sampah yang memiliki nilai ekonomi.
Sementara itu, pada aspek pembiayaan kebutuhan biaya pengelolaan sampah pada
tahun akhir perencanaan 2044 diperkirakan sebesar Rp25,003,496,141

Kata Kunci: Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah,
Teknis Operasional, TPS 3R, Kabupaten Brebes.
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ABSTRACT

The increase in population in Brebes Regency has led to a corresponding rise in
waste that requires effective management. The waste management service area in
Brebes Regency encompasses 17 subdistricts, with a population of 2,065,501 as of
2024. The existing condition shows that the waste management service level has
only reached 26.44%. In addition, waste management remains conventional and
faces various challenges, including limited facilities and infrastructure, a shortage
of human resources, inadequate funding, and low community participation in
paying fees and engaging in waste management activities. The final processing
system also still uses the open dumping method at both the Kalijurang and
Kaliwlingi landfills, which will experience overcapacity. The waste management
system plan was developed by considering five main aspects, namely technical
operations, institutions, financing, regulations, and community participation. Waste
generation analysis was conducted using the sampling method based on SNI 3964-
2025, with an average waste generation of 0.57 kg/person/day, or equivalent to 2.93
liters/person/day. Planning is carried out for a period of 20 years (2025-2044) with
a target of achieving 30% reduction in waste management services by the end of
the planning period and 70% waste handling. In terms of technical operations, the
plan is to implement waste sorting at source using 40-liter containers separated
into three types. Additionally, the plan involves procuring 271 three-wheeled
motorcycles, 117 arm roll trucks, and 234 containers, as well as building 99 3R
waste collection points to support the waste management system. In terms of
institutions, waste management is carried out by the Brebes Regency Environment
Agency as the regulator and the Waste Management Technical Implementation Unit
as the operator, with the support of Community Self-Help Groups in operating the
3R waste collection points. The regulatory aspect aims to strengthen regional
policies that support the implementation of integrated waste management.
Community participation is facilitated through waste sorting at the source, the
establishment of waste banks, and the utilization of waste processing results with
economic value. Meanwhile, in terms of financing, the estimated cost of waste
management for the final year of the 2044 plan is Rp25,003,496,141

Keywords: Master Plan for Waste Management System, Waste Management,
Operational Technicalities, 3R Waste Management FTPS 3Racility, Brebes
Regency.



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya berbanding
lurus dengan meningkatnya volume timbulan sampah yang dihasilkan. Salah satu
faktor yang memengaruhi tingginya tingkat pencemaran sampah atau limbah di
sebuah wilayah ialah bertambahnya jumlah penduduk (Yuliastuti et al., 2013).
Pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data
Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024, tercatat
sebanyak 35.313.107,58 ton sampah dihasilkan dari 323 kabupaten/kota setiap
tahunnya. Dari jumlah tersebut, upaya pengurangan sampah baru mampu mencapai
1,11% atau sekitar 390.278,30 ton per tahun. Rendahnya capaian ini
mengindikasikan bahwa sebagian besar sampah belum tertangani secara optimal
dan berpotensi langsung ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tanpa

melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah dengan
luas wilayah 1.769,62 km? dan tediri dari 17 Kecamatan dengan jumlah penduduk
2.065.501 ribu jiwa pada tahun 2024 (BPS Kabupaten Brebes, 2025). Pertumbuhan
penduduk ini sejalan dengan meningkatnya volume timbulan sampah. Berdasarkan
data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah
timbulan sampah Kabupaten Brebes pada tahun 2024 mencapai 372.861,55
ton/tahun. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan tahun
sebelumnya yang sebesar 366.937,60 ton/tahun, atau bertambah sekitar 5.923,95
ton setara dengan 1,61%. Kenaikan ini menunjukkan tren peningkatan produksi
sampah dari tahun ke tahun, sementara sistem pengelolaan yang digunakan masih
bersifat konvensional, yaitu pengumpulan, pengangkutan ke TPS, lalu dibuang ke
TPA dengan sistem open dumping. Saat ini Kabupaten Brebes memiliki dua TPA,
yaitu TPA Kaliwlingi di Kecamatan Brebes yang memiliki luas 4 Ha dan TPA

Kalijurang di Kecamatan Tonjong dengan luas 2 Ha.



Kondisi eksisting di Kabupaten Brebes dalam pengelolaan sampah masih
menghadapi kendala dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan partisipasi
masyarakat. Sementara itu, karena keterbatasan kapasitas, dukungan, dan
keterlibatan masyarakat, TPST dan TPS 3R belum mampu memberikan kontribusi
yang signifikan. Selain itu, menurut keterangan Kabid DLH Kabupaten Brebes,
kelembagaan pengelola sampah di beberapa kecamatan juga belum berjalan dengan
baik, sehingga peran dan fungsi kelembagaan dalam mendukung operasional
menjadi lemah. Dibuktikan melalui jumlah TPS 3R mencapai 36 buah, namun yang
aktif hanya 8 buah dan hanya 4 yang optimal.

Penyusunan rencana induk pengelolaan sampah perlu mempertimbangkan
keterpaduan lima aspek utama. Hendra (2016) menyatakan bahwa aspek teknis
operasional, pembiayaan, regulasi, kelembagaan dan peran serta masyarakat
merupakan faktor penentu keberhasilan suatu sistem pengelolaan sampah. Aspek
teknis-operasional ~ meliputi  penyimpanan, pengumpulan, pemindahan,
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Aspek pembiayaan
berkaitan dengan ketersediaan dana dan alternatif sumber pendanaan berkelanjutan.
Aspek regulasi memberikan landasan hukum dan kepastian regulasi bagi penerapan
sistem pengelolaan sampah. Aspek kelembagaan menekankan pentingnya institusi
yang tangguh dan berfungsi dengan jelas, sejalan dengan tujuan pembangunan
berkelanjutan (SDGs), khususnya SDGs 16. Sementara itu, aspek peran serta
masyarakat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi

aktif.
1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan yang tertulis pada latar belakang, maka didapatkan identifikasi
masalahannya adalah sebagai berikut:

1. Belum terdapat sistem pengelolaan sampah yang baik dan optimal di
Kabupaten Brebes. Hal ini menyebabkan TPA Kaliwlingi mengalami
overload dikarenakan banyak sampah yang dibuang langsung ke TPA.

2. Kapasitas lahan dan sarana prasarana TPA yang tersedia semakin terbatas,

sementara timbulan sampah terus meningkat setiap tahun.



3. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah,

terlihat dari kebiasaan membuang sampah sembarangan dan maraknya
timbulan sampah liar.
Belum adanya rencana induk sistem pengelolaan sampah di Kabupaten

Brebes

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana kondisi eksisting permasalahan pengelolaan sampah di
Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana menyusun rencana induk sistem pengelolaan sampah yang
sesuai untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes?
1.4  Rumusan Tujuan

Tujuan dari penyusunan rencana induk sistem pengelolaan sampah di

Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1.

1.5

Menganalisis permasalahan pengelolaan sampah pada kondisi eksisting
Kabupaten Brebes
Membuat rencana induk sistem pengelolaan sampah yang sesuai untuk

mengatasi masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Brebes
Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah terkait rencana iinduk sistem pengelolaan sampah di

Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut.

1.5.1

Pembatasan Waktu

Dalam pelaksanaannya, perencanaan dan penyusunan laporan akan

dilakukan dalam jangka waktu 5 bulan, dari September 2025 hingga Februari 2026

yang terbagi menjadi beberapa tahapan perencanaan sebagai berikut:

1.

Tahap administrasi dan penyusunan proposal Tugas Akhir

2. Tahap survei dan sampling

3.

Tahap analisis dan pengolahan data



4. Tahap penyusunan laporan
1.5.2 Pembatasan Wilayah

Penyusunan rencana induk sistem pengelolaan sampah dilakukan di
Kabupaten Brebes. Dilakukan sampling pada 3 kecamatan yang dianggap mewakili
seluruh wilayah Kabupaten Brebes yaitu Kecamatan Jatibarang, Kecamatan

Larangan, dan Kecamatan Songgom.
1.6 Rumusan Manfaat

Manfaat dari adanya rencana induk sistem pengelolaan sampah di
Kabupaten Brebes antara lain:

1. Bagi Peneliti
Sebagai sarana untuk menerapkan teori serta ilmu pengetahuan yang
didapatkan khususnya terkait persampahan selama perkuliahan di Teknik
Lingkungan Universitas Diponegoro dan untuk memenuhi syarat mata
kuliah tugas akhir serta syarat kelulusan Teknik Lingkungan Universitas
Diponegoro

2. Bagi pemerintah setempat dan warga
Bagi warga Kabupaten Brebes dan pemerintah setempat yakni DLH
Kabupaten Brebes mendapatkan rekomendasi terkait rencana induk sistem

pengelolaan sampah sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada.
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